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Bab III

Penutup

A. Kesimpulan

Peralihan hak milik atas tanah karena jual beli berkaitan dengan

tugas dan kewenangan PPAT baik PPAT tetap maupun PPAT sementara

(camat) telah mewujudkan kepastian hukum di Kota Yogyakarta, karena

sudah didaftarkan peralihan haknya dan diberikan sertipikat atas nama

pembeli, meskipun akta yang dibuat oleh PPAT tetap lebih dari waktu

yang ditentukan yaitu tujuh hari yang disebabkan karena keterlambatan

penyerahan persyaratan oleh pembeli, sumber daya manusia yang kurang,

kurangnya pengetahuan masyarakat akan prosedur peralihan hak milik atas

tanah.

Ditinjau dari segi biaya ada penyimpangan yang dilakukan oleh

PPAT tetap dan PPAT sementara (camat). PPAT tetap memohon biaya

jasa kepada pembeli berkisar antara 1,5 – 2,5 juta dari nilai jual obyek

pajak, sedangkan PPAT sementara (camat) memohon biaya jasa kepada

pembeli yaitu berkisar antara 1% - 1,5% dari nilai jual transaksi tanpa ada

alasan yang jelas.

B. Saran

Pembeli dalam melakukan peralihan hak milik atas tanah

hendaknya segera memenuhi semua persyaratan yang diajukan oleh PPAT

tetap agar proses peralihan hak milik atas tanah dapat dengan cepat
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terselesaikan. Selain itu bagi PPAT tetap maupun PPAT sementara

(camat) dalam melakukan proses peralihan hak milik atas tanah ditinjau

dari segi biaya hendaknya mengacu pada aturan yang sudah ditentukan

yaitu tidak boleh melebihi 1% dari nilai jual transaksi yang tercantum

dalam akta sehingga tidak memberatkan pembeli.
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